Menimbang

Mengingat

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR /0 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuzn Pasal 12 ayat (1)
huruf 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintzh
Kabupaten Kepahiang;

1. Undang-undang Nomor 239 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang - undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintzhan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran i
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana |
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
‘fffé”,,"““ Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 5. un 2010 Tentang

Disin. Pegavas Neger Sii (Lombaga. Negare
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oo Pernfuian Daerah  Kabupaten  Kepahiang Nomor 13
Pahin 2016 tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Peranglat Daerali Pemerintahan  Kabupaten Kepahiang
(Lembaran Daerah  Kabupaten Kepahiang Tahun 2016
Nomor 1),

7 Peraluran Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016

fentang Btrulktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Kepahiang (Berita Dacrah Kabupaten Kepahiang Tahun

i 2016 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah

teraldiir dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7

Pahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Bupati  Kepahiang  Nomor 25 Tahun 2016 tentang

Sieuldur  Orpanisasi  Perangkat  Dacrah Kabupaten

Kepahiang (Berita Dacrah Kabupaten Kepahiang Tahun

2019 Nomor 7).
MIEMUTUBKAN |

Menetapkan C PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG KODE ETIK
PBOAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KIEPAHIANG.

BADB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

| Dalam Peraturan Bupati Kepahiang ini yang dimaksud dengan :

1, Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan otonom,

4. Bupati adalah Bupati Kepahiang,
A, Pepgawai Negeri Sipil Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disingkat dengan

PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Kepahiang yang  bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepahiang.

5. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan,
kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, displin, kreativitas dan
rasn memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia,

6, Kode Btik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah
pedoman sikap, perilaku atau etika bagi PNS dalam melaksanakan tugas dan
pergaulan hidupnya sehari - hari,

7. Majelis Kehormatan Kode FEtik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
dengan Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah
Dacrah  yang  bertugas melakukan penegakan pelaksanaan — serta
menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PNS.

Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pelapor adalah scorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada

garan Kode Btik. |

it k“.‘ £t 3
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10 Sekss adisish seorsng yeng depet membenikan keterangan guna kepentingan

Temenkesn Sotsng suste pelanggsran Kode Euk yang ia dengar sendin, ia

11 Lsporss scalsh pemberitshusn secars tertulls yang disampaikan kepada
Pmuaiet yeng berweoeng teateng sedeng dan/atau telah tegadi pelanggaran
Kode BEoik.

12 Pelsoggersn scdelsh segels bentuk ucspen, tulissn atau perbuatan PNS yang
Dertentengen dengen butir-butr Kode Bk
I3 Poahet yemp berwewenang sdalsh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat
I yemg Ginmc.
BAB I
TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

—

2 memecw Soera dan disiplin PNS; dan
< 4

meiege ebermonisen bubungsn dalam Ingkungan kerja, keluarga dan
TESTECEEET
BAR T
NILAT — NILAT DASAR
Pesal 3

NEeE — i deser yeng barus ciunjung tinggi oleh setiap PNS meliputi :

BABIV
KQDE ETIK

Passl 4

& mmmmmmqn meliputi:

e barmegers;
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tidak menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau

golongan;

d. tidak bertindak se
golongan untuk mendapatkan pe
manapun;

e. tidak bertindak selaku perantara dalam proses administrasi kepegawaian
dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan;

f.  menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap

laku perantara bagi seseorang, pengusaha atau
kerjaan atau pesanan dari pihak

bawahan;

h. saling menghargai dan menghormati sesama PNS, bawahan, atasan dan
masyarakat;

i. menjadi teladan yang baik terhadap sesama PNS, bawahan dan
masyarakat;

at, tepat dan aman;

memberikan pelayanan secara cep
tamu yang datang ke organisasi

ik
k. melayani dan menghormati setiap

perangkat daerah;
. berprilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan dan
masyarakat;
tempat-tempat yang dapat

m. tidak datang dan/atau memasuki
mencemarkan kehormatan atau marta
pelaksanaan tugas jabatan; dan

n. menjaga dan menjalin rasa solidarita

bat, kecuali untuk kepentingan

s dan soliditas sesama PNS.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penegakan Kode Etik

Pasal 5

Ruang lingkup penegakan Kode Etik meliputi:

1. pelapor;
2. terlapor;
3. saksi;
4. Majelis Kode Etik;
5. proses pemeriksaan dan sidang majelis kode etik;
6. Sekretariat Majelis Kode Etik.
Bagian Kedua
Pelapor
Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran kode etik, seseorang dapat menjadi

Pelapor.
(2) Pelapor dapat melapo
Mejelis Kode Etik.

rkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik kepada

. 5 |
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Pasal 7

Hak dan Kewajiban Pelapor:
1. Pelapor berhak:

a. mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;

b. mengajukan saksi dalam proses persidangan:

c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;dan

d. mendapatkan perlindungan administratif.
2. Pelapor berkewajiban:
memberikan identitas secara jelas;
memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawaban;
menjaga kerahasiaan laporan yang disampaikan;
memenuhi semua panggilan;
memberikan keterangan untuk memperlancar j

Kode Etik;dan
menaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

alannya sidang Majelis

opoop

Lo

Bagian Kedua
Terlapor

Pasal 8

(1) Dalam hal seseorang dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran kode etik,
wajib melaksanakan hak & kewajiban sebagai terlapor.

(2) Terlapor berhak:
a. menerima salinan berkas laporan baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama paling lambat (3) hari sebelum dilaksanakan sidang;

mengajukan pembelaan;

mengajukan saksi dalam proses persidangan;

menerima salinan putusan sidang 14 (empatbelas) hari setelah keputusan
dibacakan;dan

e. mendapatkan perlindungan administratif.

(3) Terlapor berkewajiban:

memenuhi semua panggilan;
menghadiri sidang;

menjawab semua pertanyaan yang diaj
memberikan keterangan;

menaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Kode Etik;dan

berlaku sopan.

i o

ukan Majelis Kode Etik;

e anop

Bagian Ketiga
Saksi
Pasal 9

(1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
(2) Saksi berkewajiban :

memenuhi semua panggilan;
menghadiri sidang;

menjawab semua pertanyaan yang
memberikan keterangan yang benar sesuai
dikurangi maupun ditambah;

diajukan oleh Majelis Kode Etik;
dengan yang diketahui tanpa

a.
b.
c!
d.
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e menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
. berlaku sopan.

Pasal 10

{1} Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Btik, Majelis Kode Etik
dapat merekomedasikan sanksi moral bagi pelapor kepada pejabat yang

berwenang.
{2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor ditetapkan sesuai dengan Peraturan

Bupati ini.

Bagian Keempat
Majelis Kode Etik

Pasal 11

(1) Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik.
{2) Bupati menetapkan Majelis Kode Etik.
(3) Keanggotaan Majelis Kode etik, terdiri dari :
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sckretaris merangkap anggota; dan
¢. Paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
{4) Dalam hal anggota majelis kode etk lebih dari 5 (lima) orang, angka
jumlahnya harus ganjil.
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 12

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :
& melakukan pemeriksaan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik;

b. menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
c. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan/atau tindakan

administratif atas pelanggaran kode etik;dan
d. menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi dan/atau Keputusan Majelis

Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 13

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil untuk diperiksa
oleh Majelis Kode Etik.

(2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk
dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.

(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara

tertulis dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris Majelis Kode Etik,
dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I format 1

Peraturan Bupati ini.

P T AR T i
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Pasal 14

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh
PNS yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.

(2) PNS vang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib
menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.

(3) Apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang
bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang
dilakukannya.

{4) Dalam pemeriksaan, PNS yang diperiksa diberi kesempatan untuk membela
diri dan mengajukan saksi apabila diperlukan.

(5) Pegawai yang diperiksa wajib berlaku sopan dan menaati seluruh ketentuan
yang dikeluarkan oleh Komite Etik.

Paragraf Kesatu
Pemeriksaan Atas Dasar Laporan

Pasal 15

Pemeriksaan atas dasar laporan dari pelapor atau masyarakat dilakukan dengan

mekanisme sebagai berikut :

a. Sekretariat Majelis Kode Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang
diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Majelis Kode Etik;

b. Ketua Majelis Kode Etik mengadakan rapat Majelis Kode Etik yang
dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas laporan;

¢. Rapat Majelis Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah
laporan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

d. Apabila tidak layak, proses penanganan laporan dihentikan dan diberikan
penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pelapor;

e. Apabila layak proses, penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan oleh sidang Majelis Kode Etik, dengan tata cara:

1. Pemanggilan para pihak;
2. Pengumpulan bukti-bukti; dan
3, Pemeriksaan bukti-bukti.

f Hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, pegawai
yang diperiksa dan saksi apabila ada, dibuat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | Format 2 Lampiran Peraturan ini;

g Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis Kode Etik
memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode
Etik;

h. Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap
Kode Etik maka dalam putusannya Majelis Kode Etik harus mencantumkan

sanksi yang diberikan kepada yang melanggar;
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Paragraf Kedua
Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 16

Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Majelis Kode Etik, dan/atau hasil
temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan
dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Ketua Majelis Kode Euk mengadakan rapat Majelis Kode Etik yang
dipersiapkan,oleh Sekretariat untuk membahas hasil temuan;

b. Rapat Majelis Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil
temuan Jayak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

o. Apabila tidak layak, proses penanganan hasil temuan dihentikan dan dibuat
penjelasan tertulis;

d. Apabila layak proses, penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan oleh sidang Majelis Kode Etik dengan tata cara:

1. Pemanggilan para pihak;
2. Pengumpulan bukti-bukti;dan
3. Pemeriksaan bukt-bukt.

e. Hasil pemerikssan Majelis Kode Etk dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, PNS
vang diperiksa dan saksi apabila ada, dibuat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 format 3 Peraturan Bupati ini.

f Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukt-bukt yang ada, Majelis Kode Etik
memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran kode etik.

g. Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap
Kode Etik maka dalam putusannya Majelis Kode Etik harus mencantumkan
sanksi yang diberikan.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 17

(1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dibuat
menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I format 4 Peraturan
Bupati ini.

(2) Berita Acara pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang
memeriksa dan PNS yang diperiksa.

(3) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara
pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani
oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam
berita acara pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tdak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan.

(4) Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis Kode Etik
memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode
etk;

(5) Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap
kode etik maka dalam putusannya Majelis Kode Etik harus mencantumkan
sanksi yang diberikan kepada yang melanggar;

(6) Keputusan Majelis Kode Etik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris,
dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Format S Lampiran
Peraturan Bupati ini; dan

(7) Keputusan Majelis Kode Etik dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan.
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Bagian Keempat
Sidang Majelis Kode [tk

Pasal 18

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksn PNG yang didugp
melanggar kode etik,
(2) Majelis Kode BEtik mengambil keputusan setelah PNS yang hersangutsn
diberi kesempatan membela diri,
3 (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampalksan pada sast
pemeriksaan oleh Majelis Kode Iotik,
(4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secarn musyawarah mufsksl dalam
sidang majelis kode etik tanpa dihadiri PNS yang diperiksi
(5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyal,
(6) Sidang Majelis kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh ketus, sekretaris
dan paling kurang 1 (satu) orang anggota,
(7) Keputusan sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final,
(8) Rekomendasi sidang Majelis Kode Etik sebagimana dimaksud ayat (7)
ditandatangani oleh ketua dan sckretaris, dibuat  menurut contoh
sebagaimana tersebut dalam Lampiran | format 6 Peraturan Bupati ini,

Pasal 19

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan  dan
keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada pejabat yang
berwenang menjatuhkan sanksi sebagai bahan dalam menetapkan keputusan
penjatuhan sanksi.

Pasal 20

(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 adalah :

a. Pejabat struktural eselon IV, bagi PNS yang menduduki jabatan fungsionsl
umum dan calon PNS di lingkungannya;

b. Pejabat struktural eselon III, bagi PNS yang menduduki jabatan strukiural
eselon 1V di lingkungannya; dan

c. Pejabat struktural eselon II, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural
eselon Il dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya,

(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran V
Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi schagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan,
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agian Kelima
Sekretariat

Pasal 21

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dibentuk Sekretariat
secara ex-officio berada di OPD yang melaksanakan urusan kepegawaian,

Pasal 22

Sekretariat Majelis Kode Etik mempunyai tugas :
menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Kode Etik;
melaksanakan surat-menyurat Majelis Kode Etik;
melaksanakan mempersiapkan rapat-rapat Majelis Kode Etik;
melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan Majelis Kode Etik;
melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan sidang Majelis Kode Etik;
mempersiapkan putusan Majelis Kode Etik;
mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Kode Etik;
. menyusun laporan Majelis Kode Etik; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Kode Etik.

RSO QL0 oD

~

Pasal 23

Surat-surat Sekretariat ditandatangani oleh Kepala OPD yang melaksanakan
urusan kepegawaian selaku Sekretaris Majelis Kode Etik.

Bagian Keenam
Keuangan

Pasal 24

| Anggaran belanja Komite Etik dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan
I Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang

melaksanakan urusan kepegawaian.

BAB VI
SANKSI

Pasal 25

(1) Setiap PNS yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. sanksi moral;dan

b. sanksi administratif,

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dibuat secara
tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :

a. pernyataan secara tertutup; atau
b. pernyataan secara terbuka,

(5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
hanya diketahui oleh PNS dan pejabat yang menyampaikan keputusan serta
pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak
boleh berpangkat lebih rendah dari PNS yang bersangkutan. i
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(6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, papan pengumuman
dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

(7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku
pada saat disampaikan dan dibuat dalam berita acara menurut contoh
sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(8) Dalam pemberian sanksi moral scbagaimana dimaksud dalam ayat (3)
harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.

(9) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mendelegasikan
wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada pejabat lain di
lingkungannya sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon IV.

(10) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral,
dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi
Majelis Kode Etik.

(11) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang -
undangan tentang disiplin PNS.

BAB VII
PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 26
(1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan
Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dipulihkan nama baiknya.
(2) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Peraturan Bupati Kepahiang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang

2019

Diundangkan
Pada Tanggal

ZAMZAMI Z.
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2019 NOMOR /O
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Lampiran | : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : « Tahun2019
Tanggal : A7/ Mo 2019

Contoh :
Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :
NAMA

NIP

PANGKAT

JABATAN

Hari
Tanggal
Jam

Tempat

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Untuk di periksa dimintai keterangan ) sehubungan dengan dugaan pelanggaran
kode etik terhadap ketentuan...................
Demikian untuk dilaksanakan

Ketua Sekretaris *)
Majelis Kode Etik

Tembusan Yth :

L.

28

*|Coret yang tidak perlu




Lampiran Il : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : /o Tahun 2019
Tanggal : v Mer 2019

Contoh:
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini......, tanggal......bulan.....tahun

...... majelis Kode Etik yang dibentuk
berdasrkan Keputusan....Nomor

..... Tanggal.....masing-masing

1. NAMA
NIP

PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN

2. NAMA
NIP

PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN

1 3. NAMA
| NIP

PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN

4. Dst

Melakukan pemeriksaan terhadap

NAMA
NIP

PANGKAT/GOLONGAN
JABATAN

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
terhadap ketentuan ...*)

1. Pertanyaan :
Jawaban :

2. Pertanyaan ;
Jawaban :

3. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat unt
sebagaimana mestinya

uk dapat digunakan

‘Scanned by CamScanner
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Majelis Kode Etik
Ketua

NAMA

NIP

TANDA TANGAN
Sekretaris

NAMA

NIP

TANDA TANGAN
Anggota

NAMA

NIP

TANDA TANGAN

Yang diperiksa :

NAMA
NIP
TANDA TANGAN

*|Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala BKN
Nomor.....Tahun....dan/atau perda yang dilanggar

Scanned by CamScanner
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Lampiran IIl : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : /© Tahun 2019
Tanggal : /¥ Mes 2019

Contoh:

Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

Kepada

.......................................

.............................

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

1. Pada hari........ tanggal....Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :
NAMA :
NIP
PANGKAT
JABATAN

UNIT KERJA

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti *)

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan...*) berupa....

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari....tanggal...,Majelis Kode

Itik telah memutuskan bahwa Pegawai Kabupaten Kepahiang yang

bersangkutan untuk :

a. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *)
karena melanggar ketentuan...yaitu

b, Dikarenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-
undangan.

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral,
bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Kabupaten
Kepahiang yang bersangkutan

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana
mestinya sesuai peraturan perundang-undangan

KETUA
NN Vs \ohedensnnnanndnonnos
INBE2 5 oomoaioontoaiane
! SEKRETARIS
INAM A eeeecevares
MR ooomaocnnodonoss

Tembusan Yth :
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Lampiran IV ; Peraturan Bupati Kepahiang

Nomor : /o Tahun 2019
Tanggal : 17 /f=e- 2019
Contoh
Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral
RAHASIA
B S AN e O r e (5 earr v rsesl s eastirsessessssssdsiives *)
N G N O RS e roor 13 ey svrtesssesiss
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
........................................................... 2]
Menimbang :a, Bahwa dengan

Keputusan....Nomor...... Tanggal.....telah dibentuk Majelis Kode
Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang

dilakukan Saudara...NIP.....Jabatan......Unit Kerja.......
b.bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik
tanggal......Saudara......., terbukti melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan...*) dan memutuskan untuk.....*)

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
penjatuhan  sanksi moral kepada saudara....yang berupa
pernyataan tertutup/terbuka **#)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
e dst
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU Menyatakan Saudara :
NAMA
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
Terbukti melanggar Kode Etik PNS atau Kode Etik Pegawai
Kabupaten Kepahiang sebagaimana ditentukan dalam
pasal.....?) berupa....*)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ****)
KETIGA . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk di indahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal
NNV et frrerorrerecac
NIP: Feba il o e
Tembusan Yth:
1%
2

3. Pejabat lain yang di anggap perlu
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Lampiran V @ Peraturan Bupatl Kepahinng
Nomor : /o Tahun 2019
Tanggal : & Mee 2019

Contoh :

Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral
Berupa Pernyataan Secara Tertutu p/Terbuka

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini.................. tanggal............ bulan....... tahun, saya;

NAMA

NIP

PANGKAT/GOLONGAN RUANG

JABATAN

Telah menyampaikan Keputusan....Nomor.....tanggal.....Tentang Penjatuhan
sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) yang telah
dibacakan secara terbuka pada tanggal......bulan.....tahun.....tempat.....dalam

acara........ **) kepada :

NIP
PANGKAT/GOLONGAN RUANG
JABATAN

Demikian Berita Acara Penyampaian secara tertutup/terbuka ini dibuat agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yang menerima : Yang menyerahkan :
NAMA NAMA

NIP NIP

Tanda tangan Tanda tangan
Catatan

*) Pilih salah satu
**) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka




